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BAB II

                     GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat


Saat  berdirinya Negara Republik Indonesia mempunyai relevansi yang sangat penting bagi perhitungan saat permulaan eksistensinya Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah N0.2 Tahun 1945 saat mulai berdirinya Negara Republik Indonesia secara yuridis formal adalah bertepatan dengan saat mulai berdirinya negara Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam penjelasan PP No. 2 Tahun 1945 secara formal disamping Pengadilan Agung ada Kejaksaan Pengadilan Agung (Kejaksaan Agung) maka adanya MA di Negara Republik Indonesia menurut pasal 24 (1) UUD 1945 harus diasumsikan secara logis bahwa disamping MA itu ada pula Kejaksaan Agung.

Tanggal 19 Agustus 1945 PPKI memusyawarahkan pembentukan departemen-departemen, lalu diputuskan bahwa kejaksaan dimasukan ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Kehakiman bersama-sama dengan pengadilan, penjara kadaster dan sebagainya. Walaupun demikian urusan kejaksaan merupakan urusan tersendiri disamping urusan pengadilan.

Pandangan demikian membuat kejaksaan sejak tanggal 19 Agustus 1945 hingga tahun 1960 tetap berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan baru berubah pada tanggal 22 Juli 1960. pada waktu itu sidang kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Kep Pres No.204 Tahun 1960.

Dalam pasal 1 (2) UU N0.7 Tahun 1947 dikemukakan adanya beberapa Jaksa Tinggi di Kejaksaan Agung tanpa disebutkan apa fungsi mereka. Jabatan Jaksa Tinggi itu adalah murni kreasi Indonesia yang sudah diadakan di Kejaksaan Agung sebelum UU No.7 tahun 1947 dilahirkan. Namun dikemudian hari di Kejaksaan Agung itu tidak ada jabatan Jaksa Tinggi, melainkan Jaksa Agung Muda dan Jaksa Tinggi bertindak sebagai koordinator Kejaksaan Tinggi Negeri di wilayah administratif tertentu, atau yang mengepalai Kejaksaan Tinggi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 UU No.16 Tahun 1961 dan tersirat pada pasal 42 (2) N0.19 Tahun 1948.

Pada tanggal 22 Juli 1960 dalam rapat kabinet bahwa kejaksaan menjadi Departemen Kejaksaan dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat Kep Pres Republik Indonesia tertanggal 15 Agusrus 1960 N0.204 Tahun 1960, yang berlaku sejak tanggal 22 Juli 1960.

Dengan demikian tanggal 22 Juli ini merupakan pencanangan tonggak sejarah yang mempunyai nilai penting bagi kejaksaan, bukan hanya secara formal dan material saja. Kejaksaan menjadi departemen tesendiri, tetapi lebih jauh daripada itu mempunyai dasar yang bernilai spiritual, dengan kata lain kejaksaan bukan hanya sebagai departemen yang mendiri mengurus dan mengelola sendiri anggaran, personil maupun administrasi. Tetapi juga sebagai Korp yang ikut dalam pengabdiannya terhadap nusa bangsa dan negara selaku penuntut umum.

Dengan terbentuknya Departemen Kejaksaan mulailah diperjuangkan anggaran atau keuangan tersendiri untuk alat-alat perlengkapan dan personil serta semua alat-alat yang berhubungan dengan tugas kejaksaan. Setelah menjadi departemen pertumbuhan dan perkembangan organisasi kejaksaan lebih cepat daripada yang terjadi pada pengadilan, hingga di setiap propinsi ada kejaksaan tingginya, kendati belum ada pengadilan tingginya.

Secara struktural Kejaksaan termasuk ke dalam lingkungan dan merupakan salah satu komponen pemerintah (Kekuatan Eksekutif) selaku penuntut umum dibebani tugas-tugas menegakan hukum (Yustisial) bersama-sama dengan badan peradilan yang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaan Yudikatif. Akan tetapi, walaupun secara structural dalam hukum Tata Negara kita, kejaksaan itu ada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, yang pokok pimpinannya adalah presiden namun secara organisasi kejaksaan pernah ada dibawah departemen kenegaraan sejak tahun 1945, hingga ia kemudian dijadikan departemen tersendiri pada tanggal 22 Juli 1960 di bawah pimpinan Jaksa Agung yang berkedudukan sebagai menteri. Status sebagai departemen ini dan juga kedudukan Jaksa Agung sebagai menteri, berakhir dengan dibubarkannya kabinet DWIKORA yang disempurnakan lagi dan dibentuknya kabinet AMPERA No.26/U/Kep/9/66 tanggal 6 September 1966 yang menetapkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga Kejaksaan Tinggi pusat yang secara administratif ada di bawah Presedium Kabinet. Perubahan politis dan administratif ini pada hakekatnya merupakan pengorekan terhadap pasal 5 (1) adalah UU pokok yang huruf-hurufnya mesih menyebutkan atau berasumsi kejaksaan sebagai departemen yang penyelenggaraan tugasnya dilakukan oleh menteri.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presidium Kabinet AMPERA ini tidak ada Menteri/Jaksa Agung sebagai konsekuensinya, maka dikeluarkan Kep Presidium Kabinet AMPERA No.26/U/Kep/9/66 tanggal 6 September 1966 yang menetapkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat yang secara administrative ada di bawah Presidium Kabinet. Perubahan politis dan administrative ini pada hakekatnya merupakan pengorekan terhadap pasal 5 (1) adalah UU pokok yang huruf-hurufnya masih menyebutkan atau berasumsi kejaksaan sebagai departemen yang penyelenggaraan tugasnya dilakukan oleh menteri.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presidium Kabinet AMPERA tadi hingga Tahun 1983 Kejaksaan Agung menjadi Lembaga Non Departemen di bawah pimpinan Jaksa Agung yang tidak berstatus menteri atau hanya sebagai Pejabat Tinggi Negara saja. Keadaan itu berubah pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya Kep Pres No.48 Tahun 1983 yang memberikan kepada Jaksa Agung kedudukan yang sama dengan Menteri Negara.

Lembaga Negara Non Departemen adalah lembaga pmerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan Peradilan Umum. Pelaksanaan kekuasaan negara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri ketiganya berhubungan secara vertical yaitu Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab langsung pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri bertanggung jawab kepada Kejaksaan Tinggi.

Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari Tahun 1950 sampai dengan 2006 adalah sebagai berikut :

1. Moelkan Widjadjaatmadja,S.H


Tahun 1950-1960

2. R. Opoy Sastrawinangun, S.H
Tahun 1960-1962

3.  R. Priatna Abdurrasid, S.H


Tahun 1962-1966

4. R. Achmad junaedi, S.H
                  Tahun 1966-1969

5. Kohar Hari Soemarno



Tahun 1969-1973

6. Marjono, S.H




Tahun 1973-1977

7. Himawan, S.H




Tahun 1979-1983

8. R. Irwan Brathakusumah, S.h

            Tahun 1983-1985

9. Moch Hasan, S.H




Tahun 1985-1988

10. Hamrat Hamid, S.H



Tahun 1988-1989

11. Moch Soegihanto, S.H



Tahun 1989-1992

12. Soegeng Marsigit, S.H



Tahun 1992-1994

13. R. Soemarto, S.H




Tahun 1994-1995

14. Gatot Amrih, S.H




Tahun 1995-1996

15. M. Aden, S.H




Tahun 1996-1997

16. H. Abdul Rahem Akaf, S.H


Tahun 1997-1999

17. H. Djoko Bud Hardjo, S.H


Tahun1999-2000

18. Hj. Harprileny Soebiantoro


Tahun 2000-2001

19. H. R Sudhono Iswahyudi, S.H, M.M

Tahun 2001-2003

20. Charles Mindamora, S.H, M.M


Tahun 2003-2005

21. Halius Hosen, S.H




Tahun 2005-2006

22. Muzammi Merah Hakim, S.H, M.M

Tahun 2006-…..
2.2
Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat


Struktur organisasi pada Kejaksaan Tinggi yang menggambarkan tentang kedudukan setiap jabatan, mulai dari pimpinan sampai ke bawahan, yang setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

Untuk lebih jelas, dibawah ini adalah struktur organisasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.









Sumber: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi
2.3      Deskripsi Jabatan
· Kepala Kejaksan Tinggi ( Kajati )

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas wewenang dan fungsi kejaksaan di daerah hukumnya dan melaksanakan kebijakan yang dittapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Mengendalikan kebijakan  penegakan hukum dan keadilan baik preventif  maupun represif yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

c. Melakukan penyelidikan, praperadilan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peratuan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dtetapkan oleh Jaksa Agung.

d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dan dengan insatansi terkat meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Republik Indonesia peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarpakan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

f. Melakukan tindakan  hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili pemerintahan dan negara di dalam dan luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undanga dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

g. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi di daerah hukumnya,memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnta dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarka peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yan ditetapkan oleh Jaksa Agung

i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung.

Tugas Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah :

a. Pembantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

b. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinaskan pelaksanaan tugas para Asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya.

c. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan.

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Kepala KejaksaanTinggi bertanggung jawab kepada kepala Kejaksaan Tinggi.

· Kepala Urusan Pembinaan ( Kaur Pembinaan )

Asisten Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Tata Laksana pengelolaan atas milik negara yang menjadi tabggung jawabnya serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi yang bersangkutan dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Asisten Pembinaan dibantu oleh tiga orang Sub Bagian yaitu :
· Sub Bagian Kepegawaian
1. Kepala Urusan Mutasi Pegawai

2. Kepala Urusan Pengembangan Pegawai

3. Kepala Urusan Kesejahteraan

· Sub Bagian Keuangan

1. Kepala Urusan Anggaran

2. Kepala Urusan Pembukuan

3. Kepala Urusan Perbendaharaan

· Sub Bagian Umum
1. Kepala Urusan Rumah Tangga

2. Kepala Uusan Perlengkapan
· Seksi Intelijen

Tugas Seksi Intelijen, yaitu :

1. Melakukan kegiatan Intelijen yustisial di bidang ideolagi, poitik ekonomi keuangan, social budaya dan pertahanan keamanan ntuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif.

2. Melaksanakan dan turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, pengamanan pembangunan dan hasil-hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

· Seksi  Tindak Pidana

· Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan kegiatan para penuntut, pemeriksaan tambahan, penntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan kepentingan lepas bersyarat dan tindakan hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang bersangkutan.

Asisten tindak pidana umum terdiri dari :

a. Seksi tindak Pdana terhadap keamanan negara dan ketertib umum, yang dibantu oleh tiga orang kepala sub seksi, yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Penuntutan

2) Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan eksekusi

3) Kepala Sub Seksi Eksaminasi

b. Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, yang dibantu oleh tiga orang kepala Sub Seksi, yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Penuntutan

2) Kepala Sub Seksi Hukum dan eksekusi

3) Kepala Sub Seksi Eksekusi
c. Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya, yang dibantu oleh tiga orang kepala Sub Seksi, yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Penuntutan

2) Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan eksekusi

3) Kepala Sub Seksi Eksaminasi

· Seksi Tindak Pidana Khusus

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pidana  khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

2. Menyiapkan rencana, melakkan rencana, melakukan dan mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidik, para penentutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya.

3. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan kepentingan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara 
· Seksi Perdata dan TUN

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hokum dan tindakan hokum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara, pemulihan dan perlindungan hak di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dibantu oleh tiga orang Kepala Seksi, yaitu :

a. Seksi Perdata, yang dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi, yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Pelayanan Hukum

2) Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum

b. Seksi Tata Usaha Negara yang dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi, yaitu:

1) Kepala Sub Seksi Pelayanan Hukum

2) Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum

c. Seksi Pemulihan dan Perlindungan hak, yang dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi, yaitu :

1) Kepala Sub Seksi Pelayanan Hukum

2) Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum

· Bendaharawan

Fungsi Bendaharaan, yaitu :

1. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang keuangan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan program kerja dan laporan pelaksanaannya.

3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran rutin

4. Menyiapkan bahan sebagai masukan dan turut menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan.

5. melaksanakan pembukuan dan verifikasi.

6. Melaksanakan administrasi barang dan uang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Muda Peminaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk jaksa AgungMuda Pembinaan.

· Kepegawaian

Tugas Kepegawaian, yaitu :

1. Menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepegawaian berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

2. Menyiapkan bahan perumusan rencana kerja dan program kerja dan laporan pelaksanaannya.

3. Melaksanakan penyusunan formasi bedasarkan hasil analisis jabatan dan pola karir pegawai.

4. Menyiapkan bahan untk pengembangan pegawai dan melaksanakan penyusunan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional.

5. Melaksanakan urusan mutasi kepegawaian.

6. Menyiapkan bahan untuk penetapan pemensiun dan pemberhentian pegawai.

7. Melaksanakan urusan ketatausahaan petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Wewenang Kepegawaian, yaitu  memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan..
2.4
 Aspek Kegiatan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

 

Kedudukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dijelaskan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :KEP-035/J.A?3/1995 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa, “Kejaksan Tinggi adalah Kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi Propinsi yang bersangkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi dan beberapa orang unsure pembantu pimpinan dan unsur pelaksana”.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai tugas dan Wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung . Tugas pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud si atas, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis,       pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang dilaksanakan oleh Presiden.

2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan Prasarana, pembinaan, manajemen, administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Melakukan kegitan pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindikan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

4. Menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiw atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim  karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan ha-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

5. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

6. Menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
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